PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 32 Tlp. (0366) 91551

BANGLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 027/5/SETWAN/2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGLI

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a.bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara
negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang
berakibat pada kepentingan publik;

b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan
sederhana dalam pengelolaan dan menyebarluaskan informasi
publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Infromasi dan
Dokumentasi serta Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pembantu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli
tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di
Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Infromasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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